
BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR 45" TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2022 
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

a. bahwa standar biaya umum Tahun Anggaran 2023 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 
2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 
2023; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Harga 
Regional, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 
perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya 
Umum Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
•· Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
1 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
· Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
. Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856 ) ; 

7. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);. 

I 
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

~tandar Barga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
1fahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
f\Jomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Barga Satuan 
~egional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 112); 



Menetapkan 
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1 1. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

1 Tahun 2019 Nomor 1133); 
I 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
. 1781); 

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

, Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa 
.·kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
• Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
· Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 
Nomor 1); 

15. , Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang 
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 78); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
! 

PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG 
I 

S'FANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Bdberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 
Talhun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 
Ariggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
2o!22 Nomor 78), diubah sebagai berikut: 

1. IKetentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 
Kabupaten Ogan Ilir. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan PD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa 
harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan 
untuk menyusun biaya komponen masukan 
kegiatan, yang dimasukkan sebagai biaya 
masukan. 

7. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya 
berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen 
keluaran dalam penyusunan RKA-Perangkat 
Daerah. 

8. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran 
kegiatan yang merupakan akumulasi biaya 
komponen masukan kegiatan. 

9. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu 
barang yang ditentukan pada waktu tertentu 
untuk penghitungan biaya komponen masukan 
kegiatan. 

10. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang 
ditentukan pada waktu tertentu untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

11. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang 
merupakan gabungan beberapa barang/jasa 
masukan untuk penghitungan biaya komponen 
masukan kegiatan. 

12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan 
pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan 
biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

13. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah 
dihitung terlebih dahulu (Pre- Calculated Amount) 
dan dibayarkan sekaligus. 

14. Akuntabilitas adalah Dana yang digunakan secara 
bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

15. Efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan dalam 
penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dengan 
benar dan dengan penuh kemampuan yang 
dimiliki. 
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2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal SA yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam 
negeri dilakukan secara at cost (biaya riil); 

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi 
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dilakukan secara lumsum dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 
kewajaran dan akuntabel. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Ditetapkan di Indralaya 
pada tanggal 2 µ(N~~\2..- 2023 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto. 

PANCA WIJAYA AKBAR 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal 2. ~0\{~~ 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto. 

MUHSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NO MOR 4 c; 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABlI_PATEN OGAN ILIR, 

!M.T~.Si­

PEMBINA TK. I/IV.b 
NIP. 197502172008012001 


